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BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN 0
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
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Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I *MATtW#:.
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339); *
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiv(V)naI (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;

£
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-LtJndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2b09 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
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Tahun 2007 tentang Perubahan Ketliga Peraturan Pemerintah
o fepftl « : m\-

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503); sebagaimana terakhir kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republjik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tah?m 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
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21.

22.

23.

24.

25.

Republik Indonesia Tahun 2006,, Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi I?nemerintahan (Lembaran ‘Ii\legara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan  Presiden  Nomor 73t Tahun 2011 tentang
Pembangunan Gedung Negara,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diu\bah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
p

Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/

PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2014.

Peraturan M,enten .Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Tahun 2006-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 06 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang

penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

>

Anggaran 2015;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN ¢ BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2015,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pemerintah Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
DPRD Kabupaten Kolaka Utara;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD,
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD
yang bertindak daiam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah,;

Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerabh;

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PHM

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksana@an sebagian kewenangan
PA dalam melaksanakan sebagian tlfbgas dan fungsi SKPD;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK,
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yanngeIanjutnya disebut PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan;
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, rmenatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang '‘pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah
dokumen vyang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran masing-

masing SKPD untuk mengajukan permintaan pembayaran;



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

LIS e % 4

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D, adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM;

SPM Langsung adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak
ketiga;

Uang Persediaan yang selanjutnya' disebut UP, adalah uang tunai yang
disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional;
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh ,PA/KPA untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
UP untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;

SPM Ganti UP yang selanjutnya disebut SPM-GU, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
dibelanjakan;

SPM Tambahan UP yang selanjutnya disebut SPM-TU, adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah

pagu UP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
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29. Non-PNS adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrak dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau
Keputusan Kepala SKPD, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani,
Murid Teladan dan/atau Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan
Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD non-PNS, Kepala Desa dll;

30. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;

31. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil
yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

32. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah kepada Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS untuk melaksanakan

perjalanan dinas.

BAB I
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap satuan kerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4 J
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya
laku terhitung terhitung tanggal 2 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 32



| LAMP.I]RAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2014

TANGGAL : 16 Desember 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2015

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi Daerah yang
mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah
Otonom didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan
pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Pembagianurusan tersebut diatas pada hakekatnyadidasarkan
kepada prinsip eksternalitas,akuntabilitas dan efisiensi. Eksternalitas berarti
pembagian urusan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak
yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Akuntabilitas
didasarkan pada pertimbangan tingkat pemerintahan yang terkena dampak
langsung dari urusan yang ditangani tersebut. Sedangkan efisiensi didasarkan
pada pertimbangan daya guna dan hasil guna yang diras'akan oleh masyarakat dan

besarnya risiko yang harus dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
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1.

Dalam rangka mengakomodasikan berbagai tuntutan reformasi
tersebut diatas kedalam suatu sistem pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) vyang Ilebih demokratis, desentralistik, sinergis,
komprehensif dan berkesinambungan serta melaksanak:n pembangunan Daerah
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,
disamping menampung serap aspirasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, guna lebih
menserasikan,  mengefektifkan, @ mengoptimalkan proses dan mekanisme
pelaksanaan serta mengantisipasi berbagai permasalahan'dilapangan.

B. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan umum Pembangunan Daerah diformat sejalan dengan
empat belas unsur penting good governance. Empat belas unsur good
governance, terdiri :

(1) wawasan kedepan (visionary);

2) keter-bukaan dan transparansi (opennes and transparancy);

(3) partisipasi masyarakat (community participation);

(4) tanggung gugat (accountability);

(5) supremasi hokum (rule of law);

(6) demokrasi (democracy);

@) profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency);
(8) daya tanggap (responsiveness);

(9) keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);



(10) desentralisasi (decenralization);

(11) kemitraan dengan dunia usaha dan Imasyarakat (private and civil society
partnership);

(12) komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to
reduceinequality);

(13) komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental
protection);

(14) komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).

Secara lebih spesifik, kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2015
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 ini dirancang untuk mengakomodir pokok-
pokok pikiran dan visi-misi Bupati terpilih 2012-2017 yang juga telah dimuat secara
konkrit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2012-2017, sekaligus merupakan agenda rencana kerja periode
kedua dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kolaka Utara tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 dari memperhatikan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, disamping itu Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) juga disusun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, situasi dan kondisi yang
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berkembang, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor,
antar wilayah dan penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang
desal/kelurahan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Dokumen perencanaan lain yang harus diperhatikan khususnya
untuk menjaga konsistensi pembangunan di masing-masing urusan/sektor,
yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012-2032,
RTRW Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032, Rencana Investasi
Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM), Millenium Development Goals (MDGSs)
serta target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tentunya juga Pokok-pokok
Pikiran DPRD.

Pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, arah
kebijakan pembangunan yang diamanatkan dalam visi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah *“Semuanya Untuk Rakyat”.
Sebagaimana arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 bahwa pembangunan Daerah ditujukan untuk
Terwujudnya Kolaka Utara yang Religus, Maju, Mandiri, berbasis Agroindustri dan
Pertambangan. Dinamika ekonomi yang cukup dinamis pada periode pembangunan
tahun sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan Kkerja
kegiatan ekonomi sampai dengan skala nasional. Peran pengetahuan dan
perkembangan teknologi mensyaratkan kondisi Sumber Daya Manusia harus

memiliki dan menguasai kecakapan maupun keahlian yang memadai. Disamping itu
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ketersediaan infrastruktur memadai, kelembagaan yang, efektif, dan daya dukung
lingkungan yang Dberkelanjutan dharapkan dapat dioptimalisasikan untuk
pendayagunaan potensi sumber daya Daerah.
Oleh karena itu, untuk mendukung tergapainya arah kebijakan
»

tersebut, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah memasuki Tahun ketiga dari
RPJMD Kabupaten Kolaka Utara periode 2012-2017, yaitu: “Peningkatan
Ekonomi Masyarakat yang didukung oleh peningkatan Infrastruktur wilayah dan
pemantapan pada bidang pendidikan, kesehatan, Parizvisata dan Kebudayaan”,
dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Jalan maupun Jembatan;

2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan kelistrikan;

3) Peningkatan sarana dan prasarana irigasi dan pengairan;

4) Mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi;

5) Peningkatan saran dan prasarana penyediaan permukiman;

6) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

7) Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian;

8) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan dan;

9) Peningkatan sarana dan prasarana pada pemerintahan.

Memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro Daerah tahun

2014, pertumbuhan ekonomi Kolaka Utara yang didukung dengan adanya kebijakan
Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) disetiap kecamatan, diharapkan pemerataan

pembangunan dan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat yang diikuti

dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang semakin menurun.

Page 18



Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pengelolaan sumber
*
daya alam kabupaten kolaka utara dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka
dilaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat
dalam rangka rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
serta perlindungan keanekaragaman hayati dan kekhgsan sumber daya alam
Daerah.

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa unsur
dan aspek diatas, ditetapkanlah prioritas yang menjadi kewenangan daerah,
program dan target kinerja dari masing-masiVig program yang dapat dijelaskan dan
lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kemakmuran dan kaualitas hidup rakyat secara merata.
A. Meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dengan
sasaran sebagai berikut:
1.1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indaktor
sebagai berikut:
a) Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat tani dalam arti
luas dan nelayan;
b) Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang bergerak
di sektor jasa, industri, UKM dan UMKM; dan
c) Peningkatan jumlah wunit usaha berdasarkan izin yang
diterbitkan. |

1.2) Meningkatnya penanaman modal dengan indikator pertumbuhan

nilai penanaman modal berdasarkan nilai investasi.

iKU



1.3) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas

pendapatan, dengan indikator mencakup*:

a) Jumlah penduduk yang bekerja dari angkatan kerja;

b) Tingkat pengangguran terbuka; dan

¢) Angka kemiskinan menurun.

B. Peningkatan kualitas hidup pendeuk.
1.1)  Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator sebagai berikut:

a) Angka gini ratio;

b) Angka melek huruf semakin menurun;

c) Rata-rata lama sekolah;

d) Rata-rata APK Pendidikan dasar dan menengah semakin tinggi
setiap tahunnya;

e) Rata-rata APM pendidikan dasar dan menengahsemakin baik
setiap tahunnya;

f)  Kelayakan guru mengajar semakin baik;

g) Meningkatnya daya baca masyarakat;

h) Prestasi siswa (Akademik dan non akademik);

i) Tingkat pelayanan manajemen pendidikan;

j)  Pendidikan anak usia dini (PAUD);

k) Rasio ruang kelas semakin baik;

) Persentase fasilitas sekolah terpenuhidengan baik;

m) Rasio siswa dengan buku semakin berimbangdan proporsional di

setiap sekolah; dan
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n) Cakupan ketersediaan laboratorium di sekolah.
"M M &4
1.2) Meningkatnya derajat kesehatan penduduk, dengan indikator sebagai
berikut:
a) Angka harapan hidup meningkat;
b) Angka kematian bayi menurun;
c) Angka kematian ibu melahirkan menurun;
d) Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+;
e) Prevalensi kasus HIV (usia 15-24 Tahun);
f)  Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani;
g Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan
pemeliharaan kesehatan;
h) Jumlah kasus penderita diare yang tertangani;
i)  Jumlah kasus penderita DBD yang tertangani;
j)  Jumlah kasus penderita Malaria yang tertangani;
k) Cakupan kunjungan bumil K4,
) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
m) Pertolongan persalinan oleh Nakes;
n) Cakupan pelayanan nipas;
0) Neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
p) Desal/ Kelurahan UCI;
gq) Pelayanan anak balita;
N Pemberian makanan pendamping ASI;

s) Penjaringan kesehatan siswa SD meningkat;
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t) Peserta KB aktif;

u) Penemuan dan penanganan penderita AFP;

v) Penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia pada
balita;

w) Pelayanan pasien rujukan masyarakatvmiskin;

X) Pelayanan gawat darurat level 1 Rumah sakit;

y) Desal/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidiomologi < 24 Jam; dan

z) Desa siaga akiif.

C. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
1.1) Meningkatnyapelayanan terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial, dengan indikator sebagai berikut:

a) Intensitas peran dan partisipasi masyarakat  dalam
penanggulangan PMKS;

b) Sumber potensi kesejahteraan sosial “karang taruna dan pekerja
sosial masyarakat);

c) Usaha - usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial (wanita rawan
sosial ekonomi, balita terlantar dan lansia terlantar);

d) Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial.

1.2) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya narkoba
dengan indikator sebagai berikut:
a) Intensitas penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;

b) Intensitas fasilitas ormas kepemudaan;
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c) Intensitas razia narkoba;
d) Cakupan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
D. Peningkatan peran generasi muda dan prestasi olahraga.

1.1) Pemberdayaan generasi muda dan olahraga dengan indikator sebagai
berikiut:
a) Kelompok usaha muda kreatif pemuda terbentuk;
b) Prestasi olahraga meningkat;
c) Kesadaran mengenai arti pentingya olahraga dikalangan pemuda

O
meningkat;

1.2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan keolahragaan
dengan indikator sebagai berikut:
a) Ketersediaan sarana dan prasaranal sekolah yang layak dan

merata disemua jenjang;
b) Kondisi sarana dan prasarana olahraga memadai;
E. Pelestarian Budaya Lokal.

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal dengan

indikator sebagai berikut:
a) Jumlah keragaman budaya;
b) Intensitas pendataan cagar budaya;
c) Terbentuknya kelompok kesenian.

Peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah dan prasarana pelayanan dasar.

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah.
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1.1) Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan

indikator sebagai berikut:

a) Kualitas jalan dan jembatan semakin baik;

b) Tingkat pemeliharaan jalan dan jembatan semakin baik;
c) Intensitas pengawasan jalan dan jembatan semakin baik;
d) Ketersediaan database jalan dan jemb;/{)an.

1.2) Peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan kelistrikan dengan
indikator sebagai berikut:

a) Cakupan distribusi air minum secara merata; dan
b) Cakupan distribusi listrik secara merata.

1.3) Peningkatan sarana dan prasarana irigasi dengan indikator sebagai
berikut: *

a) Kondisi irigasi semakin baik; dan
b) Cakupan ketersediaan jaringan pengairan.

1.4) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi
dengan indikator kondisi sarana dan prasarana perhubungan dan
komunikasi semakin baik.

1.5) Peningkatan sarana dan prasarana permukiman dengan indikator
sebagai berikut:

a) Kondisi sarana dan prasarana permukiman semakin baik; dan
b) Persentase rumah tinggal yang bersanitasi terpenuhi.

1.6) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan

indikator sebagai berikut:
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a) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana bencana secara
berkelanjutan; dan
b) Regulasi penanggulangan bencana tersedia.
1.7) Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian dengan indikator
sarana dan prasarana perekonomian di semua wilayah kecamatan.
1.8) Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan lingkungan dengan
indikator sarana dan prasarana kesehatan lingkungan terpenuhi
dengan baik.
1.9) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dengan indikator
sebagai berikut:
a) Intensitas pelayanan semakin baik dan lancar; dan
b) Cakupan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan yang
layak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat melalui reformasi birokrasi.
A. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah.
1.1) Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan
indikator sebagai berikut:
a) Persentase penempatan jabatan sesuai dengan persyaratan
kompetensi; ’
b) Meningkatnya aparatur yang berpendidikan S1;
¢) Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS;
d) Meningkatnya pejabat yang mengikuti cdiklat struktural;

e) Meningkatnya aparat yang mengikuti diklat teknis/ fungsional.
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1.2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan indikator sebagai
beri;k“u.t: B
a) Intensitas pencapaian program/ kegiatan secara efektif disemua
SKPD semakin baik setiap tahun;
b) Jumlah SKPD yang menerapkan sistem pengarsipan yang baik;
c) Jumlah SKPD yang memiliki SOP.
1.3) Peningkatan transparansi dengan indikator sebagai berikut:
a) Intensitas penyediaan informasi semakin meningkat;
b) Cakupan jenis informasi yang disajikan;
c) Cakupan SOP mekanisme pengaduan.
1.4) Peningkatan pelayanan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan
masyarakat meningkat. 2
1.5) Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah dengan indikator sebagai berikut:
a) Meningkatnya opini atas pengelolaan keuangan daerah setiap
tahun;
b) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah setiap tahun.
1.6) Meningkatnya kerjasama daerah dengan indikator intensitas kerjasama
daerah yang efektif disemua sektor.

1.7) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator

tingkat kemudahan dalam pelayanan e-KTP dan akta kelahiran.
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B. Meningkatnya pengelolaan pembangunan daerah.
Peningkatan partisipasi niasyarakat dan swasta dalam penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan
daerah dengan indikator sebagai berikut:
a) Cakupan  keterlibatan  masyarakat dalam perencanaan,
pelaksaaan, dan pengawasan pembangunan semakin meningkat
setiap tahun; t
b) Intensitas swadaya masyarakat meningkat; dan
c) Jumlah kasus yang tertangani semakin baik.
Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Membei ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
1.1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat
dan berpolitik dengarni indikator sebagai ber*ikut:
a) Wawasan kebangsaan masyarakat meningkat;
b) Partisipasi politik masyarakat meningkat;
Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pengendalian stabilitas keamanan dan ketertiban bagi investor untuk berinvestasi
didaerah.
1.1) Memberi jaminan keamanan dan Kketertiban bagi investor untuk
berinvestasi didaerah dengan indikator sebagai berikut:

a) Jumlah investor yang masuk meningkat setiap tahun; dan

b) Pertumbuhan ekonomi meningkat.
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1.2) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan indikator sebagai

berikut:
a) Jumlah pelanggaran Perda berkurang;Edan
b) Tindak kriminal berkurang.

1.3) Meningkatnya kerukunan masyarakat dengan indikator antisipasi
konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

1.4) Meningkatnya tanggap .darurat terhadap bencana dengan indikator
cakupan masyarakat yang tertatih pada daerah rawan bencana.

6. Meningkatkan kualitas dan penataan lingkungan hidup
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari
dan berkelanjutan. ;e !

1.1) Menciptakan ruang terbuka hijau diperkotaan dengan indikator sebagai
berikut:
a) RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB;
b) Cakupan pengembangan taman rekreasi perkotaan; dan
c) Intensitas penanaman pohon pelindung.

1.2) Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan indikator sebagai
berikut:
a) Persentase penanganan sampah meningkat setiap tahun;
b) Cakupan usaha yang memiliki IPAL;
c¢) Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan; dan

d) Kualitas udara dan air terjamin.
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PENGELOI_AAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah «

1. Semua Penerimaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah.

2. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1
(satu) hari kerja.

3. Bendahara Penerima Satuan Kerja Peranglr<at Daerah (SKPD) dapat
membuka rekening penerimaan pada Bank Umurn yang dioperasikan
sebagai rekening - bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya
dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali
sehari pada akhir hari kerja

4. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas
setoran dimaksud.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan
selain dari yang ditetapkan dalarﬁ Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas
memungut dan/atau menerima dan/atau' kegiatannya berdampak
pada Penerimaan Daerah, wajib mengintensitfkan pemungutan dan
penerimaan tersebut.

7. Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan

Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk
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pengeluaran, kecuali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
\Y , t , g i iif
berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Komisi ,rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada
bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atas
kegiatan lainnya merupakan Penerimaan Daerah.
Semua Penerimaan Daerah, sebagaimana dimaksud diatas, apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan yang
berbentuk barang menjadi aset Daerah sebagai inventaris Daerah.
Pengembalian atas kelebihan Pendapatan dilakukan dengan
* t
membebankan pada’ pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama,
sedangkan untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi
pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga
pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.
Untuk pengembalian kelebihan penerimaan”yang terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
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B.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
t

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dan ditempatkan
dalam Lembaran Daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib.

3. Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dapat dilakukan berdasarkan SPD yang telah ditetapkan,
dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD.

4. Kesalahan atas pengeluaran belanja yang terjadi pada tahun berjalan
dikoreksi pada akun belanja yang bersangkutan sedangkan kesalahan

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya akan dikoreksi pada

©

pendapatan lain-lain.

5. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada APBD.

6. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai' Negeri Sipil Daerah berdasarkan
pertimbangan yang objektif sesuai indikator yang ditetapkan oleh Bupati

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan



10.

11.

memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sesuai peraturan perundang undangan.

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh)
dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank
pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai
bank persepsi atau |Ioos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan
perundang-undangan.'

Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), yang
pembayarannya dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) ataupun Kuasa
Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). ©

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa
diterima kecuali telah ditetapkan atau ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlakul

Untuk kelancaran pelaksanaan fugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), kepada' Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA) dapat diberikan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD yang dipimpinnya.

Jumlah Uang Persediaan (UP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bendahara Pengeluaran melaksanakan -pembayaran dari Uang

Persediaan (UP) yang dikelolanya setelah :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkl_Jtan.

Bendahara Pengeluaran | masing-masing éatuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) apabila persyaratan sebagaimana

dimaksud diatas tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran rpasing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran

yang dilaksanakan.

Bendahara Pengeluaran masing-r;\asing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) membuka rekening giro pada Bank BPD Sultra Cabang Kolaka

Utara berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan

penetapan Bendahara Pengefuaran tersebut.

Setiap Bendahara Pengeluaran wajib untuk menyerahkan nomor

rekening gironya kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) dilarang menerbitkan

SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
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18. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). o

0
C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

1 Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.

2.  Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Penjualan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan:

a. penjualan kekayaan milik Daerah yaPJg dipisahkan dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan.

b. pencataan penerimaan atas penjualan kekayaan Daerah
didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

4. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat

dilaksanakan apabila :

a. Jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan DaerahW tentang penyertaan Modal
Tahun Anggaran berkenaan;

b. pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal
Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
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D. Penatausahaan APBD
1. Penatausahaan Uang Persediaan (UP).

a. pada awal tahun anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) mengajukan UP sebagai uang muka kerja;

b. pengajuan SPM-UP dilaksanakan sekali di awal tahun anggaran
sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bupati;

C. pencairan UP belum membebani anggaran.

2. Penatausahaan Ganti Uang (GU).

a. pengajuan SPP-GU dan SPM-GU harus dilengkapi dengan
dokumen dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

b. SPM-GU yang diterbitkan sekaligus merupakan pengesahan atas
bukti belanja tersebut.

3. Tambahan Uang Persediaan (TU).

a. pengajuan SPM-TU harus dilengkapi dengan :

1) Surat Keterangan Pengajuan TU (Penjelasan Keperluan
Pengisian TU);
2) rincian rencana penggunaan TU.

b. jika dana Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang (TU) tersebut harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan diakui sebagai
contra pos yang dalam pelaporan realisasi akhir tahun
anggaran dianggap seb;gai pengurang realisasi anggaran

tahun berkenaan,
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C. untuk kegiatan yang pelaksanannya melebihi 1 (satu) bulan

*

atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang

telah ditetapkan sebagai akibat terjadinya peristiwa diluar

kendali Pengguna Anggaran (PA), maka Tambahan Uang (TU)

tersebut harus disetor ke kas umlim daerah Ilalu diminta

kembali;

d. batas jumlah pengajuan SPM-TU harus mendapat persetujuan dari

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

e. pengajuan SPM-TU perbulan 1 (satu) kali, pengajuan bisa

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat SPM-TU yang

sebelumnya harus sudah di SPJ kan.

4. Pembayaran yang dilaksanakan dengan beban LS (Langsung).

a. Belanja Tidak Langsung;

b. Belanja Langsung, meliputi:

1)
2)

3)

4)

5)

Honorarium PNS/non PNS;

lembur;

biaya perencanaan, pengawasan konstruksi dan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pihak ketiga;

pekerjaan non-konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
biaya pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak
ketiga, kelompok masyarakat dan kerjasama dengan perguruan

tinggi / instansi pemerintah lain.
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5. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lain-nya.

6. Apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Penerimaan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)/
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)A Bendahara Pengeluaran
Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan melaksanakan
tugasnya, maka :

a. jika lebih dari 7 (tujuh) hari tetapi kurang dari 1 (satu) bulan, wajib
memberikan Surat Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dengan
diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA);

b. jika lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 3 (tiga) bulan,
maka Pengguna Anggaran (PA) dapat menunjuk pejabat lain
dan dilakukan dengan membuat BAST untuk menggantikannya
sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kembali
tugasnya;

c. jika lebih dari 3. (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan
tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri
dan berhenti dari jabatan tersebut, oleh karenanya Pengguna
Anggaran (PA) harus sepgera menunjuk atau mengusulkan
penggantinya kepada Bupati.

7. Apabila Pengguna Anggaran (PA) berhalangan sementara menjalankan
tugasnya, maka dapat dilimpahkan' kepada pejabat yang ditunjuk dengan

Keputusan Bupati.
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8.

10.

Sejauh menyangkut pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan,
pejabat yang ditunjuk sebagai PIlt/ PIh Kepala SKPD/ SKPKD/ Asisten
memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif, termasuk
menandatangani ikatan perjanjian yang menjadi tugas dan tanggungjawab
rutin pejabat definitif.

Khusus untuk pejabat yang menjadi PIt/PIh  Kepala SKPD di
instansinya sendiri, maka hak-hak vyang diberikan dalam rangka
pelaksanaan anggaran dalam satu team work (gugus tugas) hanya
sebatas sebagai Plt Kepala SKPD atasan langsungnya, misalnya bagi
seorang Asisten yang ditunjuk menjadi PIt/PIh Sekda yang kebetulan
juga sebagai anggota Tim Anggaran, maka yang bersangkutan hanya
boleh mendapat honorarium selaku Ketua TiFn Anggaran (yang secara
ex-officio dijabat Sekda), dan tidak boleh lagi menerima honorarium
selaku anggota Tim Anggaran.

Apabila seorang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berhalangan
dalam melaksanakan .tugasnya ‘'(karena cuti, naik haji, pendidikan,
ataupun melahirkan), maka sejak waktu berhalangan hingga Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) tersebut dapat melaksanakan
fungsinya, penandatanganan naskah dan dokumen anggaran yang
menjadi tanggungjawab dan kewenangannya dilakukan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertindak selaku

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).



11. Semua pengajuan Be_ndahara Pengeluaran masing-masing SKPD baik
SPM UP, GU, TU harus dilengkapi dengavn checklist verifikasi atas
kelengkapan dokumen SPP yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) masing-masing.

12. Semua bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) diwajibkan membuat Laporan Bulanan yang terdiri dari:

a.  Buku Kas Umum,;

b. Laporan Penutupan Kas;

C. Register Penutupan Kas;

d. Rincian obyek pengeluaran;
e. Laporan administratif;

f. Buku bantu pajak; dan

g  Buku bantu bank.

13. Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Bendahara
Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya agar dapat diperoleh Laporan

Realisasi Pertanggungjawaban tiap bulannya.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA
1. Honorarium Pengelola Anggaran dihitung dari nilai total dana yang
dikelola dan disesuaikan dengan rasio dana yang dikelola, besarannya
mengacu pada keputusan Bupati Kolaka Utara tentang ketentuan biaya

Tahun Anggaran 2015.

Page 39



Honorarium Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang
Pembantu/ Penyimpan Barang besarannya mengacu pada keputusan
5

Bupati Kolaka Utara tentang ketentuan biaya Tahun Anggaran 2015.
Pengurus Barang Pembantu hanya ada pada UPTD.
Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai
diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rup%h) atau pengadaan jasa
konsultansi dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) wajib dilaksanakan secara e-tendering melalui ULP.
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 55 tentang
tanda bukti perjanjian, bendahara masing-masing satuan kerja dapat
melakukan pembeliarlllpelmbelanjaan langsung barang/jasa melalui UP
selama tidak mengganggu stabilitas Uang Persediaan (UP) dengan
mempertimbangkan asas efektifitas penggunaan dana sekaligus
penyerapan anggaran tahun berjalan.
Dalam hal pembelian/ pembelanjaan langsung oleh masing-masing
Satuan Kerja melalui bendahara pengeluaran berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. Tanda bukti perjanjian terdiri atas :

1) bukti pembelian;

2) kuitansi;

q

3) Surat Perintah Kerja (SPK); dan

f

4) surat perjanjian.
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b. Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Kuitansi pembelian ;Iigunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainya sampai dehgan Rp 50.600.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. SPK digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya sampai dengan :Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

e. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pertanggungjawaban pembelian/ pembelanjaan langsung barang/jasa

oleh masing-masing bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pembelian/pembelanjaan langsung barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) wajib
menggunakan bukti pembelian dan melampirkan nota pesanan,
faktur, serta Berita Acara Serah Terima barang;

b. pembelian/pembelanjaan langsung barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) wajib
menggunakan kuitansi dan melampirkan nota pesanan, faktur, serta
Berita Acara Serah Terima barang; )

c. pembelian/pembelanjaan langsung barang/jasa yang nilainya
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sampai dengan. Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) wajib

1Jrl 4 - [#4VN)
menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan melampirkan Berita
Acara Serah Terima barang; -

d. pembelian/pembelanjaan langsung barang/jasa yang nilainya diatas
Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) wajib menggunakan Surat
Perjanjian dan melampirkan Berita Acara Serah Terima barang;

8. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib :

a. melaksanakan penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri,
termasuk rancangan bangunan nasional dalam Pengadaan
Barang/Jasa;

b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa Nasional; dan

c. memaksimalkan penyediaan paket peker‘j?;an untuk Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.

9. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan
Pengguna Anggaran (PA) disetiap SKPD, anggotanya dapat berasal
dari SKPD itu sendiri maupun clari SKPD lain. Persyaratan menjadi
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan antara lain tidak boleh
menjabat sebagai pengelola keuangan dan persyaratan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan.” Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 1 (satu) orang.
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10.

Kepada Tim Teknis/ Panitia Penjualan/ Panitia Penghapusan barang milik
*
daerah diberikan honorarium sesuai dengan lamanya pelaksanaan

kegiatan.
9

11. Tim Teknis Kegiatan Non Fisik diberikan honorarium kepanitiaan apabila

12.

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. penanganan kegiatan membutuhkan Tim Teknis sesuai bidangnya;
b. pelaksanaannya paling sedikit 5 (lima) hari; atau

c. kurang dari 5 (lima) hari dengan peserta paling sedikit 100 orang.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

®

lembur pada hari kerja paling lama 3 (tiga) jam/ hari;

b. lembur hari libur paling lama 7 (tujuh) jam/ hari;

c. upah lembur pada hari libur dibayarkan 200% (dua ratus persen)
dari upah Iemburfpada hari kerja;

d. uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali, untuk lembur yang
dilakukan paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut/ hari;

e. khusus pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda,
Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD), batasan jam lembur menyesuaikan;

f.  Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:

1) Surat Perintah Tugas (SPT) Lembur dari Kepala SKPD;

2) Daftar Hadir.Lembur;

3) Tanda Terima Uang Lembur;
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13. Diklat berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. peserta yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk
mengikuti Diklat, anggarannya dibebankan pada Badan Kepegawaian
Daerah (BKD);

b. Diklat yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara, biaya penye-lenggaraan disesuaikan dengan ketentuan
penyelenggara;

c. Diklat yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), anggarannya dibebankan
pada SKPD masing-masing;

d. Ketentuan biaya diklat ataupun biaya pendidikan/ pelatihan khusus
Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara,
besaran pemberian dananya mengacu pada keputusan Bupati Kolaka
Utara tentang ketentuan biaya Tahun Angg;ran 2015.

14. Biaya transport narasumber/ Tenaga Ahli yang berasal dari instansi
pemerintah pusat/ SKPD Provinsi/ perguruan tinggi/ lembaga profesi
dengan ketentuan biaya transport (PP) dibayarkan at cost yang bukti
pengeluarannya dapat ditunjukkan. 1

15. Alokasi untuk pemberian‘jasa narasumber/ tenaga ahli yang berasal

dari instansi pemerintah pusat/ SKPD Provinsi/ perguruan tinggi/
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16.

17.

lembaga profesi luar Daerah dalam kegiatap dianggarkan pada jenis
Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Kolaka U'E$ara Nomor 31 Tahun 2014
tentang susunan kode rekening APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

dan besarannya mengacu pada keputusan Bupati Kolaka Utara tentang

ketentuan biaya Tahun Anggaran 2015.

v

|
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap)

yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun
anggaran berkenan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai
dengan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang pedoman penyusunan APB'D Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan
Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang susunan kode rekening
APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. "

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program untuk
menghadapi masalah penaggulangan kemiskinan, Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara menyediakan dana yang bersumber dari APBD
yang dianggarkan pada, jenis belanja bantuan sosial dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang'Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang

bersumber dari APBD dan Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 12 tahun
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2013 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari APBD. ’

18. Penganggaran bantuan .sosial sebagaimana dimaksud diatas berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a) Bantuan sosial berupa L]ang dianggarkar{ dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPKD.

b) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang tdiform'ulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

19. Perjalanan Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) surat pertanggungjawaban perjalanan dinas dilengkapi dengan :
1) Surat Perintah Tugas;
2) Surat Perintah Perjalanan Dinas;
3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
4) lampiran laporan perjalanan dinas jika ada; dan
5) undangan apabila ada;

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat membiayali

perjalanan dinas pejabat/pegawai dari si<PD/instansi lain dengan

ketentuan sebagai berikut:
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1) tersedia anggarannya dalam DPA SKPD;

2) pejabat/pegawai yang diberangkatkan adalah mereka yang
dibutuhkan kehadirannya dalam acara yang diagendakan.

3) pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud diatas adalah mereka
yang memiliki keterkaitan langsung berdasarkan kewenangan
maupun tuéas pokok dan fungsi atau dianggap mampu
memberikan kontribusi output/ outcome dalam suatu kegiatan.

c. Staf Pendamping'Pimpinan, Komisi dan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lainnya yang tugas pokoknya
mendampingi Pimpinan Pewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD),
Komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), berhak mendapatkan biaya transport dan akomodasi yang
besarannya mengacu pada keputusan Bupati Kolaka Utara tentang
ketentuan biaya Tahun Anggaran 2015.

d. Sekretaris DPRD'yang mendampingi perjalanan dinas Pimpinan
DPRD mendapat biaya transport/ akomodasi, Penginapan dan uang
harian yang besarannya mengacu pada keputusan Bupati Kolaka
Utara tentang ketentuan biaya Tahun Anggaran 2015.

e. Ajudan/ Sekretaris Pribadi/ Staf yang mendampingi Bupati/ Wakil
Bupati/ Sekretaris Daerah/ mendapat biaya transport/ akomodasi,
Penginapan dan wuang harian yang besarannya mengacu pada
keputusan Bupati- Kolaka Utara tentang ketentuan biaya Tahun

Anggaran 2015.



i w

bukti pengeluaran biaya transport meliputi :

1) tiket pesawat, airport tax, boarding pass, karcis parkir bandara;

2) perjanjian/ kuitansi sewa kendaraan,;

3)  print-out/ kuitansi ongkos t:ksi;

4) kuitansi travel;

5) tiket kereta api, tiket bus;

6) retribusi;

7) bukti pembayaran transportasi moda lainnya yang dikeluarkan
oleh pihak penyedia ja.sa transportasi;

8) daftar pengeluaran riil digunakan pada saat biaya transportasi
yang dikeluarkan/ digunakan tidak ada buktinya maka wajib
dibuatkan Laporan pengeluaran riil yang dilampirkan bersama
dengan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan dinas dan dibuat
oleh yang bersangkutan serta disetujui oleh kepala SKPD.

karcis/ tiket yang tidak mencantumkan angka nominal tarif didalamnya

harus dilengkapi dengan :

1) print-out pembayaran yang dikeluarkan oleh agen resmi;

2) daftar tarif atau brosur yang dikeluarkan biro perjalanan; atau

3) print-out daftar tarif tiket pesawat yang didownload dari internet.
Nilai tarif yang dikenakan untuk pembelian tiket yang tertera pada
print-out/ daftar/ brosur dilingkari dengan alat tulis atau dipoles

dengan stabilo guna keperluan verifikasi.
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h. jika dalam perjalanan dinas keluar Daerah (dalam maupun luar
provinsi) menggunakan mobil dinas milik Daerah maka berlaku
ketentuan sebagai berikut :

1) yang bersangkutan/ yang melakukan perjalanan dinas tidak berhak
lagi mendapatkan biaya transportasi;

2)  print-out, Kupon/ slip/ nota pembelian BBM pada SPBU yang
berlokasi disepanjang jalur yang dilalui pada saat melakukan
perjalanan dinas bukan termasuk SPJ perjalanan dinas melainkan
bukti pembebanan belanja BBM sebagai pengganti biaya
Transportasi yang bersangkutan.

i. perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja, kecuali
ada tugas khusus/ emergensi (seperti petugas pemadam kebakaran,
petugas ambulance dst) atau ada undangan.

j. biaya perjalanan dinas, dibayarkan sebelum perjalanan dinas
dilaksanakan melalui mekanisme panjar perjalanan dinas, tetapi
apabila perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara
biaya perjalanan dinas belum dyapat dibayarkan, maka biaya perjalanan
dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan,

k. khusus untuk masa reses Dewan Pen/vakilan Rakyat Daerah
(DPRD), dalam rangka perjalanan observasi lapangan, Pimpinan dan
anggota DPRD mendapat biaya transport/ akomodasi, penginapan dan
uang harian yang besarannya mengacu pada keputusan Bupati Kolaka

Utara tentang ketentuan biaya Tahun Anggaran 2015.
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uang harian adaiah uang yang diberikan kepada pelaku perjalanan

dinas untuk biaya keperluan sehari-hari selama masa menjalankan

perintah perjalanan dinas. Khusus untuk :pejabat eselon Il berhak

mendapatakan uang.representatif yang diberikan secara lumpsum.

. uang harian diberikan berdasarkan jumlah hari riil yang diperlukan

dalam suatu perjalanan dinas terhitung sejak tanggal keberangkatan

hingga tanggal kedatangannya kembali,

. untuk uang harian perjalanan dinas dalam maupun luar Kabupaten

Kolaka Utara diberikan.secara lumpsum.

untuk biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kabupaten Kolaka

Utara diberikan secara lumpsum.

apabila dalam satu hari melakukan perjalanan dinas dalam
'S

Kabupaten Kolaka Utara lebih dari satu tempat, hanya berhak

menerima biaya perjalanan dinas satu kali dan dibayarkan

berdasarkan tempat terjauh, akan tetapi dalam hal kegiatan tersebut

membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hf;;ri kerja maka perjalanan

dinas tersebut wajib mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

perjalanan dinas ke luar'Kabupaten Kolaka Utara dalam Provinsi

Sulawesi Tenggara berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) uang harian diberikan secara lumpsum, sedangkan biaya

transport dan biaya hotel berlaku at cost;
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2) khusus untuk besaran biaya hotel/ penginapan di Kota Kendari,
ItMMIMVNH
besarannya mengacu kepada Keputusan Bupati Kolaka
Utara tentang ketentuan biaya Tahun Anggaran 2015.

3) Dalam hal biaya transport yang digunakan tidak ada buktinya
maka wajib dibuatkan Laporan pengeluaran riil yang dilampirkan
bersama dengan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan dinas
dan dibuat oleh yang bersangkutan serta disetujui oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA).

4) dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau
fasilitas penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari pagu tarif yang telah ditetapkan;

r. perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi T(:nggara berlaku ketentuan
sebagai berikut :

1) biaya transport adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk
mencukupi kebutuhan jasa transportasi pulang pergi bagi yang
melakukan perjalanan dinas baik melalui transportasi udara,
transportasi darat maupun transportasi laut, diberikan biaya
secara at-'cost dan harus diperhitungkan kemudian;

2) untuk biaya transport dan biaya hotel berlaku at cost
sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.

3) dalam hal perjalanan dinas, khusus untuk biaya transportasi darat

dan transportasi laut yang diberikan secara at cost jika biaya
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perjalanan dinas tersebut, yang digunakan tidak ada buktinya
o

maka wajib dibuatkan Laporan pengeluaran riil yang dilampirkan

i4 .| .r

bersama dengan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan dinas
dan dibuat oleh yang bersangkutan serta disetujui oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) sedangkan
untuk transportasi udara diwajibkan melampirkan tiket transportasi
udara beserta bukti-bukti riil yang berhubungan dengan transportasi
udara tersebut.

4) dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau
fasilitas penginapan lainnya, kepailda yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari pagu tarif yang telah ditetapkan;

5) perjalanan dinas yang berkelanjutan luar daerah Kabupaten
Kolaka Utara yaitu perjalanan dinas yang dilakukan secara
beruntun dari tempat tujuan pertama ketempat tujuan berikutnya
atau yang lain dengan pergantian kendaraan, maka perjalanan
dinas tahap kedua, ketiga dan seterusnya, berhak ditambahkan
uang harian secara lumpsum dan uang penginapan bersangkutan
yang dibayarkan secara atcost,

s. khusus perjalanan dinas ke luar negeri, standar biayanya mengacu
pada Keputusan Bupati, tentang ketentuan biaya Tahun Anggaran

2015.
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20. Dalam rangka kebutuhan biaya.I pengawasan/ pemeriksaan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP), disusun standar biaya
pengawasan dan pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. i

21. Dalam rangka perhitungan PDRB dan penyusunan Kabupaten Dalam
Angka tahun pelaksanaan 2015, maka :

a. Kepala Bappeda menetapkan standar biaya tenaga pelaksana
(tenaga survei, supervisor, analis statistik dan tenaga pendukung
lainnya yang diperlukan) dengan tidak melebihi standar biaya yang
ditetapkan;

b. pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh penanggungjawab
anggaran dengan menggunakan tenaga Ahli jika dianggap perlu dan/
atau dari instansi sendiri.

22. Dalam hal pekerjaan konstruksi berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan konstruksi:

1) ditentukan dahulu biaya konstruksi yang dibutuhkan,

2) biaya perencanaan konstruksi gedung ditetapkan paling besar
2,5% - 3% dari pagu pekerjaan konstruksi;

3) biaya pengawasan konstruksi bangunan gedung ditetapkan paling
besar 2,5% - 3% dari nilai konstruksi.

4)  biaya umum dari pekerjaan konstruksi terdiri dari:
O biaya honorarium;

O biaya prasurvei;
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O monitoring dan evaluasi; dan
O ATK
b. untuk kegiatan penelitian / survey :
1) ditentukan dahulu biaya penelitian/ survei;
2) biaya umum dari kegiatan penelitian/survei dan digunakan untuk
kegiatan penunjang yang berkaitan dengan kegic : . ersebut;

c. biaya pelaksanaan kegiatan monitoring iiilapanga;, oleh personel
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis konstruksi
dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
penanggung jawab anggaran.

d. semua pekerjaan fisik konstruksi baik bangunan b? > penambahan
bangunan maupun rehabilitasi pada saat penyerah- khir pekerjaan
harus sudah dilengkapi dengan Dokumen F H O.

e. pelaksanaan serah tterima' barang tersebut diatas harus
dituangkan dalam berita acara serah terima, barang.

23. Untuk Kegiatan Fisik Swakelola Jumlah anggota Tim Perc.”ana, Pelaksana
dan Pengawas Pekerjaan Fisik Swakelola oleh pc”fanggungjawab
anggaran ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

24. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerja fsik swakelola
oleh penanggungjawab anggaran dilaksanakan berdasarkan keputusan
Pengguna Anggaran (PA) masing-masing SKPD, besaran

honorariumnya mengacu pada Keputusan Bupati tentang ketentuan

biaya Tahun Anggaran 2015.
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25. Dalam pekerjaan swakelola non-fisik berlaku ketentuan dan ditetapkan
sebagai berikut:

a. untuk pekerjaan swakelola oleh penanggungjawab anggaran dapat
dibentuk Tim Pelaksana dan tidak diperkinankan membentuk Tim
Perencana dan Tim Pengawas;

b. untuk pekerjaan swakelola oleh instansi/ kelompok masyarakat
pelaksana swakelola dibentuk Tim Pelaksana dan tidak perlu
membentuk Tim Perencana dan Tim Pengawas. Untuk
menghindari duplikasi tugas dan tanggungjawab, maka fungsi
perencanaan dilakukan oleh PPTK sementara fungsi pengawasan
dilakukan oleh PPK beserta Tim Teknis;

c. honorarium Tim Pelaksana pekerjaan swakelola oleh penanggung
jawab anggaran atau instansi pemerintah lain disamakan dengan
honorarium'Tim Teknis non Fisik dan dibayarkan sesuai dengan masa
penugasan.

26. Honorarium peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai
negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi
tugas untuk melakukan penelitian. Honorarium yang diberikan kepada
pegawai negeri adalah atas kelebihan jam kerja normal atau di
luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam l;ehari. Dalam hal peneliti
mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapat uang

lembur. Besaran honorarium peneliti tersebut mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya pada tahun anggaran

Vv
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berkenaan.

27. Pengeluaran untuk menghadapi keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya dalam APBD'ditetapkan kebijakan anggaran sebagai berikut:
a. dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat

melakukan pengeluaran yancj belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya memenuhi Kkriteria

sebagai berikut:

1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;

3) berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten
Kolaka Utara; dan

4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

b. pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana hal tersebut dia'tas dapat menggunakan belanja tidak
terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara : !

1) menggunakan Jana dari hbasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran

berjalan; dan/atau
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2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.*

' f... ? 0
pengeluaran dalam keadaan ‘darurat juga termasuk belanja untuk
keperluan mendesak dengan kriteria :

1) program dan Kkegiatan pelayanan «dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) program dan kegiatan yang berdasarkan amanat peraturan
perundang-undangan harus segera dilaksanakan; dan

3) keperluan mendesak Ilainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara dan masyarakq%

kriteria. pengeluaran untuk keperluan mendesak sebagaimana

tersebut dalamhuruf adanhuruf clebih  lanjut dimuat dalam

Peraturan Daerah(Perda) tentangAnggaranPendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud huruf b angka 1)

diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan keadaan darurat

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk

kebutuhan tanggap darurat bencana.

. belanja kebutuhan tanggaptdarurat bencana dilakukan dengan

pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Belanja

kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk
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pencarian dan penyelamatan korbanv bencana, pertolongan
darurat, evakuasi korban benciana, kebutuhan air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat
hunian sementara dan infrastruktur kedaruratan lainnya (semi
permanen). )
tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan' tanggap darurat bencana dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

1) setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
(BPBD) mengajukan’ Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
tanggap darurat bencana’ kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada Kepala BPBD paling lambat 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

3) pencairan dana tanggapldarurat bencana dilakukan dengan
mekanisme Tambahan Uang (TU) dan diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran pada BPBD; =

4) penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan

Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD);



5) Kepala Badan fenanggulangan Pencana Alam Daerah
(BPBD) bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana'tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

6) pertanggungjawaban atas pengguna%n dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Alam Daerah (BPBD) kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dengan ;

O melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap

0O surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan dana yang
dipergunakan (surat pernyataan tanggungjawab belanja).

dalam hal keadaan darurat terjadir' setelah ditetapkannya

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD-P), Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat

melakukan pengeluaran yang belum tePsedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (L R A) sebagai bahan pertanggungjawaban,

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut diatas (hurufi)

diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran-Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk dijadikan dasar

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) setelah 'memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah

selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
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28. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program dan kegiatan
pembangunan Daerah, maka dilakukan pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan dengar;3 ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan
pengendalian rencana pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

b. Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap keseluruhan
perencanaan pembangunan Daerah;

c. pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang
dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;

d. pengendalian oleh Bappedalmeliputi pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program
dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah;

e. pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pengawasan
anggaran, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;

f. hasil pemantauan tersebut disusun dalam bentuk laporan triwulan
untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

g. hasil evaluasi berdasarkan kegiatan pengendalian oleh Bappeda
merupakan salah satu dasar pertimbangan dilakukannya

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)
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tahun berkenaan dan penganggaran tahun anggaran berikutnya.

29. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam
keadaan luar biasa. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan" asumsi Kebijakan Umum
Anggaran (KUA);

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar'unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Ilebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

30. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)
Tahun Anggaran 712015, proses pembahasan rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang- perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 setelah BPK RI
mengeluarkan hasil pemeriksaain (audit) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014, namun persetujuan
bersama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Dewan

Perwakilan Rakyat « Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara atas

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran
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31.
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) dimaksud dilakukan setelah
ada persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif atas
Peraturan Daerah (Perda)'tentarig Pertanggung-jawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014
yang ditandatangani dan disampaikan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagai syarat untuk melakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).
Dalam rangka penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal
38 Peraturan Presiden Nomor 54/2010 sebagaimana diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70/2012, Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) melalui
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-nya) dan Pejabat
Pengadaan/ULP mengambil langkah-langkah pengadaan sebagai berikut:
a. mengadakan penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka menjamin

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak

dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk :

1) rehabilitasi dan rekonstruksi akibatJbencana alam dan/atau

bencana non alam dan/atau bencana sosial;
2) pengadaan dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
3) rehabilitasi terhadap kerusakan sarana/prasarana yang dapat

menghentikan kegiatan pelayanan publik.
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b. Penunjukan Langsung dilakukan dengan :

1) mengundang penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang sedang melaksanakan kontrak pekeijsan sejenis terdekat;

2) mengundang 1 (satu) penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau
memenuhi kualifikasi; dan

3) mengadakan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga
diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku
dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan (dinilai
mempunyai kemampuan, peralatan, dan tenaga yang cukup
serta berkinerja baik).

c. dalam rangka penanganan darurat, maka > /edia barang/jasa
yang dapat ditunjuk langsung adalah merekr yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan saja. Yang dimaksud dengan penanganan
darurat adalah tindakan darurat untuk pencegal bencana dan/atau
kerusakan infrastruktur yang’ apabila tidak segera dilaksanakan
dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

32. Pertanggungjawaban biaya penunjang operasionai Bupati/Wakil Bupati
jika diperlukan dapat diperuntukkan untuk penanggul ngan kerawanan
sosial masyarakat dan pengamanan ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, meliputi:

1) rekaman peristiwa/ berita kejadian yang dimuat di media cetak

yang sudah di-clipping;
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2) Nota Pengajuan .Permohonan Bantuan oleh Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) te§<ait, (misalnya : bantuan
untuk menangani kerawanan sosial akibat demo harus diajukan
oleh Kepala Dinas Sosial; bantuan untuk rehabilitasi akibat
konflik sosialf horizontal diajukan olgih Kepala Bakesbangpol;
bantuan dalam rangka penanganan bencana alam/ sosial
diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD);

3) disposisi persetujuan Bupati/Wakil Bupati yang ditulis tangan
pada Nota Pengajuan Permohonan Bantuan;

4) kuitansi tanda terima yang ditandatangani /dibubuhi cap jempol
penerima bantuan.

b. untuk pengamanan.(kegiatan pemerintahan/ kemasyarakatan), sbb :

1) surat permohonan dari instansi/ satgas pengamanan atau ketua
panitia penyelenggara kegiatan;

2) disposisi persetujuan Bupati/Wakil Bupati yang dituliskan tangan
pada surat permohonan dari instansi/satgas pengamanan atau
ketua panitia penyelenggara kegiatan;

3) tanda terima yang ditandatangani pimpinan instansi/satgas
pengamanan atau ketua panitia penyelenggara kegiatan.

33. Staf yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak menggunakan
SPPD dapat diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
pembebanan anggarannya pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

bukan pada belanja perjalanan dinas. Dasar pemberian Bahan Bakar
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Minyak (BBM) tersebut adalah naskah asli atau copy dari:
ol i '™

a. Surat Tugas dari Kepala SKPD;

b. Jadwal kunjungan; atau

c. Mewakilimenghadiri undangan yang dibuktikan dengan adanya

disposisi atau undangan.
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